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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Kewenagan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346):

Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004TAiTang Pembentukan PeraturfF

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 43BS);

Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 44g7) sebagaimana telah cjiubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-Undang Nomor B

Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548);
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b. Undang-Urrclang f.iornor 33 "i"ahr.rn i2004 tentilrrg Ferimhangfin Keuungart

antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (l-enrbaran Negara "l'tlhun

2004 Nonror 1?6, Tambatran t-embaran hl-n}} Nomor 4422),

6. peraturan Penrerintah hlonror 25 l"ahun 2000 tentang Kewenangart

pemerintah c1an Kelwenangan Fropinsi sebagai Daenah Otonorn (Lernhfiran

Niegara Tahun 2000 fllcrmor 54, Tamtrahan Lerirbaran lriegara Nornor ?052)'

7. Feraturan Pernerintah Nlonor 72 Tahun 2005 tentang Desa (L,emtraran

iriegara Tahun 2OCI{i Nnmor 1S3, -l";*rnhahan l*ernhi'rran I'legara Nlomor

,$587);

g. Feraturan Pernerrntah Nomor 79 Tahun ?005 tentang Pedonian Femblnaan

dan Fengawa$an Pnnyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

'Tahun 2005 hlomgr 1$5, Tarnbahan l-ernbaran Negara lrlornor45.q3);

g, Feraturan Daerah l(abupaten $amosir ftornor ?1 Tahun ?005 tentang

Susunan Organisasi rjan Tata Kerla $ekretariat Daerah l(abrrpaten clan

$usunan Organisasi rJan "t-ata Kerja $ekretariat Dewan Perrwakilan fitakyat

Daerah KabuPaten $amosir.

Dengan Persetujtlan Bensama

D EWAIS PHRW.AKI!,"P'Tq F{AKYAT MAH R,qh{ KAE U PATE N SAMOSI R

dan

ffir.rPA'I'tr $Alul0slR

Mf:MUTU$KAN ;

Menetapkan : PERATURAN tlAfrRAFl T'HNTANG KIIWHI'JANGAN SE$/\

HAH I

KETH NIT'IJAN [.' Ilfl T.' !M

Pasa[ '!

Dalam Feratulran Daenah ini yans dirnaksudkan dengan.

1. Caerah adaiah Kabupaten Sannosir.

2. Pemerintalt Daerah adaiah Fernerintah Kabupaten $amosir.

3. Bupati adalah Birpati $amosir.

4" Dewan Ferwaki{an Rakyat Daerah Vang selanjutrrya disebut DPRD adalal'l

Dewan Penrrrakilarr Rakyat Daerah Kabupaten $amosir'

5. Kecamatarr arjalah wilayah keria Carnat sebagai $senangkat ffaerah

Kabupatert Sanrosir.

6. Desa adalah kesatuan masyara[<at hr"rkurn yart$J rnemiliki bafas-batns

wilayah yarlg berweln;ang untuk mengatur clan menSL,rLi$ [<e6lentingan

ffi6syr6ps14st setempat, berrJersarkan asal-ltsull c{atrl aciat istiac{at seternpat

yang cliakui cian ciihorrnati dalanr sistem penterintahan Negara K*tatuan

Republik lndonesia.
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7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujucian demokrasi dalarn penyelenggaraan

Pemerintahan DeSa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa'

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pernerintahan Negara Kesatuan Repurblik lndonesia'

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas

dan disetujui bersanna oleh Pemerintah Desa cJan BFD yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan

kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh

BPD bersama Kepala Desa.

13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Femerintahan Desa dalam

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setennpat berdasarkan asati-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia dan berada di daerah kabupaten.

BAts II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan-desa mencakup: 
--a. urusan pemerintahan ydng sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintalran yang monjadi kewenangan kabupaten yang

diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas pembantuan dari Pernerintah, Fernerintah Propinsi dan Pernerintah

Kabupaten; dan

d. urusan Pemerintahan lainnya yans oleh Peraturan Perundang undangan

diserahkan kepada desa.

Fasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ciiserahkan

pengaturannya kepada desa sebagairnana rjimaksud dalam Pasal 2 huruf b

adalah urusan penierintahan yang secara langsung dapat meningkatkan

pelayanan dan pemhrerdayaan rnasyaral<at.
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(1)
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Pasal 4

Pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang diserahkan pengaturannya kepad'?fcbsa sebagaimana dimaksucF*"

dalam Pasal ? huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 5

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 hunuf c,

wajib disertai dengan dukungan pernbiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana cjimaksud pada ayat (1),

berpedoman pada Peraturan Ferundang undangan,

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana

dan prasaran serta sumber daya manusia.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan-ketenturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi

pedoman dalarn penyusunan Peraturan Desa,

Fasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalanr Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Feraturan Daerah ini.



Pasal 8

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tangg al, 28 Desember 2006

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2nobNOMOR

KABUPATEN SAMOSIR

FERI D NOMOR 9

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2B gZgur*xzr !roo,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


